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ABSTRACT 
 
 Mudharabah financing is a mandate and trust financing. It is not allowed 
to ask for collateral to the managers because it is merely the capital manager. 
The problems of the research were how about the implementation of mudharabah 
financing in Bank Syariah Mandiri, Lhoksemawe Branch Office in accordance 
with the Islamic Law, how about the implementation of collateral in the 
mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri, Lhoksemawe Branch Office 
according to the Islamic Law, and how about the role of a notary related to the 
collateral binding in the mudharabah financing by Bank Syariah Mandiri, 
Lhoksemawe Branch Office. In order to give answers to these problems, the 
research used empirical judicial approach with qualitative descriptive method 
which analyzed the primary, secondary, and tertiary data, and conducted 
interviews. The result of the research shows that is, Mudharabah financing is 
principally done without any collateral from the customers, however, in practice, 
the Bank still request for collateral from the fund manager in order to prevent any 
deviance by the manager so that it reduces the risk over the payment. The 
implementation of the collateral in practice is based on two grounds, namely to 
secure stockholders’ trust on the agency and the society’s situation and condition 
today which have been altered in regard of commitment to the noble values, such 
as trust and honesty. 
Keywords : Mudharabah Agreement, Collateral, Sharia Bank. 
  
I. Pendahuluan 
Masyarakat muslim di Indonesia telah lama mendambakan kehadiran 
sistem perbankan yang sesuai tuntutan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun 
juga tuntutan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah dapat 
memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas 
melayani secara ekonomi namun juga spritual. Dan bagi masyarakat lainnya, bank 
syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping 
perbankan konvensional yang telah lama ada di Indonesia. Mekanisme perbankan 
syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam 
prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau 
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pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan. Dalam pelaksanaan 
pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syariah dan 
aspek ekonomi.
1
 
Ada hal menarik dalam perkembangannya mengenai pembiayaan 
mudharabah ini. Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), pembiayaan 
mudharabah adalah pembiayaan yang bersifat amanah (yad amanah).
2
 Perjanjian 
ini merupakan perjanjian yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan 
menjunjung tingkat keadilan antara kedua belah pihak, karenanya masing-masing 
pihak harus menjaga kepentingan bersama. Maksudnya, tidak diperkenankan 
shahibul mal meminta jaminan kepada mudharib karena mudharib hanyalah 
sebagai pengelola modal.Dalam literatur fiqih pun tidak tercantum bahwa jaminan 
sebagai salah satu syarat dari perjanjian tersebut. 
Menurut penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 
tahun 1998, menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan 
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan 
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.Untuk memperoleh 
keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah harus 
melakukan penilaian dengan seksama terhadap 5 C (Character, Capital, Capacity, 
Collateral dan Condition of Economi) dari nasabah (debitur). Masih pada UU 
Perbankan No. 10 dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum penjelasan No. 23 
yaitu : “Anggunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur 
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah”. Hal ini menjelaskan bahwa jaminan harus pula 
disertakan dalam bentuk anggunan. 
II. Metode penelitian 
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat 
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kepada aspek penerapan hukum itu sendiri di tengah masyarakat,
3
 yang dalam 
perumusan dan pembahasan masalahnya bersifat kualitatif (tidak berbentuk 
angka). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
empiris /sosiologis , yakni melihat persesuaian antara penerapan pembiayaan 
mudharabah dengan konsep hukum Islam (syariah). Jenis penelitian ini adalah 
tergolong pada bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan menguraikan, 
menjabarkan dan menganalisa secara tepat sifat-sifat dan konsep hukum dari 
penerapan pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan syariah. sumber dan jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data primer, 
sekunder dan tersier serta melakukan wawancara sehingga menghasilkan jawaban 
dari setiap permasalahan yang dikemukakan.  
Analisa data dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari 
kebenaran sesuai hipotesa. Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat yuridis 
empiris, maka setelah diperoleh data primer dan sekunder, lalu dilakukan 
pengelompokan data yang sama sesuai dengan kategori yang ditemukan. Upaya 
yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-
milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisnya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan Metode 
berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum seperti 
teori-teori, dalil-dalil, prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi untuk menarik 
kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.
4
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad 
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
5
Menurut 
terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan 
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 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2002,  hal.89   
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Empiris,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2010, hal.109 
   
5
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secara khusus.
6
 Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama 
dengan pengertian akad dari segi bahwa menurut pendapat ulama Syafi‟iyah, 
Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: segala sesuatuyang dikerjakan oleh seseorang 
berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu 
yang pembetukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, 
perwakilan dan gadai.
7
 Pengertian akad secara khusus, yakni secara khusus akad 
berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) 
dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan 
dan pengaruh pada sesuatu.
8
 
Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad/perjanjian adalah  
tidak menyalahi hukum syariah, harus sama ridha dan ada pilihan, harus jelas dan 
gambling, dan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat 
dari suatu perjanjian atau akad tersebut. Rukun dalam perjanjian atau akad adalah 
ijab dan qabul sedangkan syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut 
subjek atau objek dari suatu perjanjian dimaksud
9
, dalam hal ini harus sesuai 
dengan syariah. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian atau akad 
yakni pernyataan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian atau akad, pihak-pihak 
yang berjanji (berakad) sama-sama mempunyai kecakapan hukum dalam tindakan 
hukum atau mukallaf, dan objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau benda-
benda yang dijadikan akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang di 
timbulkan. Bentuk objek akad tersebut dapat berupa benda berwujud maupun 
benda tidak berwujud seumpama manfaatnya.
10
 
Salah satu perjanjian atau akad yang saat ini sering digunakan yakni dalam 
bentuk “mudharabah”,  yaitu adalah suatu akad (kontrak/perjanjian) kerjasama 
antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan dari usaha tersebut 
akan dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam praktiknya ini bisa ditemukan 
dalam perjanjian pembiyaan di Bank Syariah. 
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A. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Menurut 
Hukum Islam  
Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu mudharabah 
muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. 
1) Mudharabah Muthlaqah 
Transaksi yang dimaksud dengan mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja 
sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan 
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam 
pembahasan fiqih ulama Salaf ash Shalih sering kali dicontohkan dengan 
ungkapan if al ma syi’ta (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib 
yang memberi kekuasaan sangat besar. 
2) Mudharabah Muqayyadah 
Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restriced 
mudharabah/specified mudharabah adalah kebaikan dari mudharabah 
muthlaqah.Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat 
usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si 
shahibul maal memasuki dunia usaha. 
Skema mudharabah yaitu pihak Mudharib memberikan permohonan 
kepada Bank, sehingga kedua belah pihak memiliki keinginan dalam 
melaksanakan sebuah aktifitas ekonomi (poyek/usaha), dimana mudharib yang 
memiliki keahlian/keteampilan dalam melakukan atau mengelola aktifitas tersebut 
sedangkan Bank memiliki sumber dana (modal) untuk mendanai poyek/usaha. 
Dan Kedua belah pihak memiliki keinginan dan tujuan yang sama dalam 
melaksanakan sebuah aktifitas ekonomi (proyek/usaha) yaitu keuntungan, dimana 
keuntungan tersebut akan dilakukan sebuah pembagian keuntungan. Sehingga 
menimbulkan sebuah kesepakatan bersama  yang dituangkan dalam sebuah ikatan 
perjanjian, dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian bagi hasil 
(mudharabah).  
Perjanjian bagi hasil (mudharabah) ini menjelaskan kewajiban-kewajiban 
dari masing-masing pihak dalam sebuah akad/kontrak, seperti bank (pemodal) 
memiliki kewajiban memberikan modal kepada mudharib dan mudharib memiliki 
kewajiban untuk mengelola modal dalam melakukan proyek/usaha sehingga 
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mendapatkan keuntungan. Dimana hak-hak kedua belah pihak atas keuntungan 
tersebut berupa persen dari kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil (mudharabah) 
yang disebut nisbah. Keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada 
waktu berakad yang dinyatakan dengan presentase nisbah. Misalnya 60% dari 
keuntungan untuk pemodal dan 40% untuk pengelola. 
Kerugian dalam mudharabah adalah ketidakmampuan mudharib dalam 
membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimannya atau jumlah 
seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian 
ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat nasabah melanggar syarat yang 
telah disepakati, dan nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.
11
 Pemilik modal 
tidak boleh mensyaratkan kepada mudharib untuk menanggung kerugian yang 
akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah sedangkan orang 
yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas kerugian. Dan apabila terjadi 
kesepakatan demikian, maka akad qiradh menjadi rusak (fasid) karena menyalahi 
aturan dalam qiradh.
12
 
Akad mudharabah dinyatakan berakhir atau batal dalam hal-hal sebagai 
berikut
13
: 
a. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pekerja dilarang untuk 
bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal 
menarik modalnya. 
b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. 
c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi 
bertindak hukum. 
d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu 
Hanafiah, akad mudharabah batal. 
e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola mudharib. 
Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada 
dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima 
oleh kedua pihak yang ber-mudharabah
14
 Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan 
kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini 
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muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib maal dengan mudharib. 
Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati, dan 
tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.
15
  
Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, 
bank syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 
pengkreditan rakyat syariah, sedangkan dalam UU yang sama pasal 1 butir 25 
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa 
transakasi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
Secara umum pembiayaan dalam bank syariah dikelompokkan dalam dua 
bagian yaitu sebagai berikut : 
a. Pembiayaan Produktif 
Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk peningkatan usaha, 
baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
16
 Dan menurut keperluannya 
pembiayaan produktif ini dibagai menjadi dua hal yaitu : 
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 
sebagai berikut : 
a. Peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 
b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan Utility of place dari 
suatu barang. 
2)   Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-
barang modal serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut. 
b. Pembiayaan Konsumtif  
Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk memenuhi 
kebutuhan barang-barang komsumsi dengan cara sebagai berikut
17
 :  
                                                          
15
 Muhammad, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, UII Press,  
Jogjakarta, 2001 , hal. 109 
   
16
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insami Press, 
Jakarta, 2001, hal.160 
   
17
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Op. Cit, hlm.168 
DEWI EKA SAPUTRI ǀ 8 
1) Al bai’ bitsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) yaitu suatu perjanjian 
pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank 
menyediakan dananya untuk pembelian barang modal dan usaha anggotanya 
yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau 
angsuran. 
2) Al ijarah al muntahia bittamlik (sewa beli).  
3) Al musyarakah mutanaqishah (decreasing participation), yaitu dimana dalam 
hal pembiayaan ini bank secara bertahap menurunkan jumlah partisipasinya. 
4) Ar rahn, yaitu pihak bank menahan salah satu harta milik si mudharib sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 
Secara umum akad pembiayaan mudharabah di bank syariah terdiri dari 
beberapa unsur yaitu
18
 : 
1. Bank syariah bertindak sebagai shahibul maal secara penuh dan 
nasabah/mudharib sebagai pengelola kegiatan dalam usaha.  
2. Jangka waktu pembiayaan, yaitu masa pengembalian dana dan pembagian 
keuntungan berdasarkan yang disepakati dalam akad/kontrak. 
3. Bank syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah/mudharib 
4. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk uang dan dinyatakan jumlahnya. 
5. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah 
yang disepakati bersama. 
6. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu 
investasi, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak berlaku 
surut. 
7. Bank syariah meminta jaminan atau ada orang yang menjamin untuk mengatasi 
risiko apabila nasabah/mudharib tidak memenuhi kewajiban dengan niat 
curang atau lalai. 
Kriteria penerima pembiayaan mudharabah pada bank syariah mandiri 
cabang kota lhokseumawe Sesuai dengan wawancara yang diperoleh dari Bank 
Syariah Mandiri Cabang Kota Lhokseumawe. Pihak Bank Syariah Mandiri 
Cabang Kota Lhokseumawe dalam menetapkan kriteria pertama yang harus 
dipenuhi oleh penerima pembiayaan mudharabah yaitu orang atau badan usaha 
harus Amanah, dan telah menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota 
Lhokseumawe minimal satu (1) tahun.  
Dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Lhokseumawe menggunakan 
jenis pembiayaan Mudharabah Muthalaqah (General Invesment). Pembiayaan 
secara mudharabah muthlaqah merupakan suatu pembiayaan dalam bentuk kerja 
sama antara shahibul maal dalam hal ini bank syariah dengan mudharib atau 
nasabah yang cakupannya amat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 
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usaha, waktu dan daerah bisnis. Hal ini diserahkan sepenuhya kepada pelaku 
usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan 
oleh bank syariah tersebut dapat dikelola oleh mudharib tanpa campur tangan 
pihak bank. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh 
mudharib yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu 
hal yang tidak boleh dilakukan mudharib tanpa seizin bank yaitu nasabah atau 
mudharib tidak boleh meminjamkan modalnya atau memudharabahkannya lagi 
kepada pihak lain. 
Pada jenis pembiayaan mudharabah muthlaqah, Bank Syariah Mandiri 
Cabang Kota Lhokseumawe memberikan fasilitas dan otoritas serta hak 
sepenuhnya kepada nasabah/mudharib untuk melakukan usaha dan mengelola 
dana yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan yang 
diinginkannya dan hal tersebut akan disebutkan dalam perjanjian atau 
akad/kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. 
B. Penerapan Jaminan Kebendaan Dalam Pelaksanaan Pembiayaan 
Mudharabah Menurut Hukum Islam  
Jaminan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir yaitu perjanjian yang 
bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.
19
 Perjanjian pokok dari 
jaminan adalah perjanjian pemberian kredit atau pembiayaan. Jaminan terbagi 
menjadi dua jenis, yaitu :
20
 
a. Jaminan Materiil (Kebendaan) 
Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda 
yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat 
dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suit) dan 
dapat diperalihkan. 
Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam yakni gadai, 
hak tanggungan, jaminan fidusia dan hipotek. 
b. Jaminan Immateriil (Perorangan) 
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Jaminan immateriil adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung 
pada perseorangan tertentu, dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, 
terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 
Yang termasuk jaminan perorangan adalah borg (penanggung adalah 
orang lain yang dapat ditagih), tanggung-menanggung dan perjanjian garansi. 
Pengikatan jaminan/agunan merupakan perjanjian accessoir (perjanjian buntut 
atau perjanjian turutan), sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks perbankan 
berupa pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin 
hukum maka perjanjian accessoir dibuat berdasarkan suatu perjanjian pokok. Bila 
perjanjian pokok hapus maka perjanjian accessoir juga harus dihapuskan.  dengan 
itu, perjanjian kredit atau pembiayaan adalah perjanjian pokok dan perjanjian 
pengikatan jaminan/agunan adalah perjanjian accessoir. Dengan demikian untuk 
pengamanan pemberian kredit atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian 
ditandatangani segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit atau 
pembiayaan.
21
 
Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan adh-dhaman. Perkataan 
“dhaman” itu keluar dari masdar dhimmu yang berarti menghendaki untuk 
ditanggung.Dhaman menurut pengertian etimologis atau lughat ialah menjamin 
atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Dhaman semakna 
dengan kata kafalah. Dalam kamus istilah fiqih disebutkan pengertian dhaman 
adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke 
tempat tertentu untuk diminta pertanggung-jawabannya atau sebagai barang 
jaminan.
22
 
Eksistensi jaminan di akui dalam hukum Islam, untuk jaminan yang 
diberikan oleh pihak lain atas kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan oleh 
pihak yang dijamin (debitur) kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan 
kewajiban/prestasi (kreditur) disebut dengan kafalah. Sedangkan jaminan yang 
terkait dengan benda/harta yang harus diberikan debitur (orang yang berhutang) 
kepada kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan rahn (Gadai). Secara 
syara’, rahn adalah menyandera sejumlah harta yang diberikan sebagai jaminan 
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 M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, CV. Rejeki Agung, 
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secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.
23
 Para pengikut Mahzab 
Syafi‟in mendefinisikan bahwa rahn adalah menjadikan nilai jaminan sebagai 
ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya. 
Selain jaminan dalam bentuk rahn (Gadai), jug diterapkan jaminan dalam 
bentuk “Kafalah”. Dalam pengertian bahasa kafalah berarti adh-dhammu 
(menggabungkan). Menurut pengertian syara’, kafalah adalah proses 
penggabungan tanggungan kafil (orang yang berkewajiban melakukan makful bihi 
(yang ditanggung) menjadi tanggungan ashil (orang yang berhutang) dalam 
tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau 
pekerjaan.
24
 
Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa (kafalah bi 
al-nafs) dan kafalah dengan harta (kafalah bi al-maal). Kafalah dengan jiwa 
dikenal pula dengan Kafalah bi al-Wajhi, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin 
(al-Kafil, al-Dhamin atau al-Za’im) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung 
kepada yang ia janjikan tanggungan (Makful lah). 
Kafalah yang kedua ialah kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti 
ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. 
Kafalah harta ada tiga macam, yaitu: 
1. Kafalah bi al-Dayn, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi 
beban orang lain. 
2. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-
benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan 
barang yang di-ghashab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli. 
Kafalah dengan „aib, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang 
dijual ternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena 
hal-hal lainnya, maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jaminan 
kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang 
cacat tersebut). Jaminan memiliki fungsi antara lain: 
1. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 
usahanya sendiri sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau 
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaanya dapat dicegah 
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Muhammad Firdaus NH dkk, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah, 
Renaisans, Jakarta, 2005, hal. 16 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-SunnahJilid 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983, hal. 157 
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atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat 
diperkecil.
25
 
2. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 
khususnyamengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang 
telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak 
kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
26
 
3. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan 
bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan 
kredit. 
4. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk 
mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera 
janji, yaitu untuk pengembalian dan yang telah dikeluarkan oleh debitur 
pada waktu yang ditentukan. 
Di Indonesia praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan mudharabah 
sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun 
menurut peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga 
Dewan Syariah Nasional (DSN) juga membolehkan praktek jaminan tersebut.
27
 
Contoh pengikatan jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah 
pada bank syariah mandiri cabang kota lhokseumawe. Untuk menjamin tertibnya 
pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada 
waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka 
Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan 
dan membuat pengikatan jaminan kepada Bank sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari akad ini.
 28
 Jenis jaminan adalah berupa Collateral Coverage minimal 100% 
dari limit pembiayaan dengan komposisi sebagai berikut :  
a. Piutang pembiayaan baru yang dananya dari Bank Syariah Mandiri sebesar  
limit pembiayaan diikat FEO Notariil (dalam Akta Fidusia terdapat 
klausula subrogasi jaminan dalam anggota Koperasi Perkebunan Sejahtera 
Mandiri dengan hak preferen kepada Bank Syariah Mandiri). 
b. Tanah Berikut bangunan berada di desa Seureuke Kecamatan Tanah 
Jambo Aye sesuai dengan SHM Nomor 101 dan Akta Jual Beli Nomor: 
379/2012 atas nama Sarjono.S. 
c. Tanah berikut bangunan berada di Desa Seureke sesuai dengan kecamatan  
Tanah Jambo Aye sesuai dengan SHM Nomor:408 dan Akta Jual Beli 
Nomor : 377/2012 atas nama Sudikan.  
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d. Sertifikat Kafalah (Penjamin Pembiayaan) dari Lembaga Penjamin 
Asuransi rekanan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Lhokseumawe.  
e. Surat Pernyataan dari Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri yang  
ditandatangani seluruh pengurus Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri 
untuk menjamin kelancaran pembayaran dan pelunasan kewajiban kepada  
BSM termasuk mengganti piutang yang bermasalah dengan piutang yang  
lancar. 
 
C. Peranan Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Pada Pembiayaan 
Mudharabah Dalam Bank Syariah Menurut Hukum Islam 
Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “orang 
yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan 
menyaksikanberbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”. Notaris 
adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkatoleh negara 
untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hokumkepada 
masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat 
pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan notaris adalahuntuk 
melayani kepentingan umum. Pengertian Notaris dapat dilihat pula dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu 
sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta otentik dankewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini”.Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangandalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan 
perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, 
bukan saja karenadiharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan 
hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara 
keseluruhan. 
Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut : 
1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangandan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatanAkta, 
menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya 
itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan ataudikecualikan 
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan olehundang-undang. 
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2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang 
pula: 
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggalsurat 
dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalambuku khusus; 
c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yangmemuat 
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam suratyang 
bersangkutan; 
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatanAkta; 
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g. Membuat Akta risalah lelang. 
3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris 
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pengikatan jaminan pada 
pembiayaan pada dasarnya mengacu pada sistem lembaga jaminan yang berlaku 
pada hukum positif, yakni hak tanggungan, fiducia, dan gadai. Berkaitan dengan 
pengikatan jaminan pada pembiayaan mudharabah, maka notaris secara umum 
mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Undang-undang tentang 
Fidusia dan Hak tanggungan. 
Pengikatan barang jaminan tidak diatur dalam ketentuan syariah, oleh 
karena itu tata cara pengikatan terhadap barang jaminan harus berpedoman pada 
ketentuan yang berlaku pada hukum konvensional sebagai ketentuan publik yang 
mengikat ketentuan perbankan Syariah di Indonesia.Pembiayaan mudharabah 
pada perbankan syariah menggunakan akta notariil yang memiliki kekuatan 
hukum dari pada akta dibawah tangan dan sebagai alat pembuktian yang kuat, 
karenanya dalam pemberian jaminan fidusia juga menggunakan akta notariil yang 
menjamin kekuatan hukum mengenai apa yang dijadikan jaminannya, sehingga 
apabila terjadi cedera janji yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang juga 
sebagai pemberi fidusia, maka barang yang dibebankan dengan jaminan fidusia 
dapat dieksekusi dengan menggunakan akta fidusia yang dibuat oleh notaris 
sebagai bukti yangkuat. 
Pembiayaan mudharabah sebagai akad pokok dan pemberian jaminan 
fidusia sebagai akad tambahan pada bank syariah, telah dilakukan dengan cara 
tertulis, namun berdasarkan perkembangan zaman maka akad yangditulis tersebut 
dilakukan oleh notaris, karena notaris adalah pejabat yang berwenang membuat 
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akta otentik yang digunakan dalam transaksi perbankan. Akta otentik berisi hak 
dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang berakad dan lebih mempunyai 
kekuatan hukum, yaitu akta otentik yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun isinya tidak 
bertentangan dengan ketentuan Syariah Islam. 
Perjanjian dalam perbankan syariah mengenai pembiayaannya dibuat 
dengan akta otentik oleh notaris sebagaimana pada perbankan umumnya. Notaris 
sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 
pengetahuan yang luas dalam bidang hukum, termasuk didalamnya mengenai 
pembiayaan perbankan syariah dan juga mengenai bentuk dan isi dari akad yang 
dibuat di perbankan syariah, karena pembuatan akta merupakan tugas notaris 
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris. 
Pada umumnya model akta akad pembiayaan mudharabah di Bank 
Syariah dibuat oleh notaris dan kerangka aktanya seperti yang disebutkan dalam 
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun 
mengenai isi dari tiap bagian terdapat perbedaan dengan akta notariil yang dibuat 
perbankan konvensional. Namun demikian, karena pembiayaan pada perbankan 
syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, maka dalam merumuskan 
akad pembiayaan mudharabah, seorang notaris harus memahami konsep akad 
mudharabah yang sesuai dengan ketentuan syara‟. Menurut Adil dalam bukunya 
Mengenal Notaris Syariah, menjelaskan paling tidak notaris dalam membuat akta 
akad murabahah (salah satu produk perbankan syariah) harus mengetahui 
karakteristik kontrak (akad) syariah, yang antara lain: 
1. Pertama, syarat berlakunya akad (in’iqad) 
Syarat ini ada yang umum dan ada yang khusus. Syarat umum harus selalu 
ada pada setiap akad, objek akad, dan shighah akad. Akad bukan pada 
sesuatu yang diharamkan dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. 
Sementara syarat khusus merupakan yang harus ada pada akad-akad 
tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. 
2. Kedua, syarat sahnya akad (shihah) 
Syarat ini merupakan hal yang mesti secara syar’i agar akad berpengaruh, 
seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.  
3. Ketiga, syarat terealisasinya akad (nafadz) 
Nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan 
berhak menggunakannya) dan wilayah. 
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4. Keempat, syarat lazim 
Seperti para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan 
wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak akan 
adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan 
sebagainya.
29
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di bank syariah, yakni 
Mandiri Syariah Kota Lhokseumawe diketahui bahwa pengikatan jaminan 
kebendaan tidak didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia, hal ini didasari 
pertimbangan ekonomis, dimana pendaftaran fidusia mengeluarkan biaya yang 
tidak sedikit yang tidak sebanding dengan nilai pembiayaan dan skim keuntungan. 
Menurut bapak Muammar untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke lembaga 
jaminan fidusia tidak sesuai antara biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk 
operasional dengan jumlah pembiayaan dan penerimaan keuntungan berdasarkan 
margin keuntungan yang disepakati pada akad mudharabah.
30
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa peran dari notaris 
dalam pengikatan jaminan adalah membuat akta kuasa jual atas objek 
jaminan.Sehingga bank memperoleh perlindungan hukum apabila suatu waktu 
debitur (nasabah) melakukan cidera janji (tidak amanah). 
Menurut Notaris Nila Rufaida,SH, selama ini notaris mengalami kendala 
dalam menangani akad atau bisnis syariah karena pemahaman para notaris 
terhadap akad atau bisnis syariah hanya secara umum saja tidak mendalam atau 
khusus, namun dari sisi psikologis dituntut untuk dapat melayani. Di antara 
kendala yang muncul adalah: 
1. Notaris sering kesulitan dalam menjelaskan kepada kliennya yang juga 
nasabah bank tentang detail hak dan kewajiban klien dalam akad syariah 
tersebut. Hal ini disebabkan notaris menerima salinan format akad dari 
bank syariah namun tidak memahami secara mendalam konsep syariah 
yang di akadkan. 
2. Masih minim notaris yang menguasai bidang ilmu kenotarisan bebasis 
syariah dan sekaligus ilmu syariah sehingga akan menghambat dalam 
proses drafting akad yang dapat dibuat dengan baik. 
3. Dalam hal pengikatan pembiayaan, terkadang notaris masih awam 
mengenai akad-akad syariahnya, hak dan kewajiban secara syar’i 
penyesuaian pemenuhan hukum syariah yang dipadukan dengan hukum 
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 Wawancara dengan Unit Head MakroBank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe 
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positif, serta menghadapi nasabah perbankan syariah masih dalam 
kacamata nasabah konvensional. 
4. Pihak bank harus menjelaskan terlebih dahulu kepada notaris pengertian 
dan bentuk akad syariah yang akan dijadikan kesepakatan antara nasabah 
dan pihak bank, dan notaris yang dihadirkan, baik dalam akad pembiayaan 
maupun akad pencairan harus diberikan edukasi terlebih dahulu mengenai 
akad bisnis syariah sebelum kesepakatan dimulai. 
5. Praktik perbankan syariah berlandaskan akad-akad syariah, tetapi hukum 
yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif warisan Belanda bukan 
hukum Islam. Dengan demikian, dalam praktiknya banyak akad yang 
belum sepenuhnya terlaksana tidak sesuai dengan kehendak fatwa. 
6. Persoalan yang paling sering terjadi dan sangat penting adalah 
pengetahuan dan pemahaman notaris terhadap akad-akad syariah. Dengan 
pengetahuan yang memadai proses drafting akad dapat dibuat dengan 
baik.
31
 
Menurut Notaris Nila Rufaida,SH, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan, 
oleh sebab itu penting bagi notaris untuk memahami konsep syariah yang 
bertalian dengan pelaksanaan produk-produk syariah yang saat ini 
berkembang.Sebab perkembangan bisnis syariah yang saat ini terjadi tidak 
terlepas dari peranan serta notaris sebagai pejabat publik pembuat akta yang 
diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.
32
 
Setelah melakukan wawancara dengan notaris, bisa dianalisa bahwa 
terdapat beberapa peluang demi terwujudnya notaris yang ideal dalam menangani 
bisnis syariah, yaitu: 
a. Para notaris dan para stake holder kebanyakan mereka sepakat untuk agar 
notaris diberikan pelatihan yang cukup tentang akad bisnis syariah dan 
lebih menjurus pada bidang-bidang syariah, sehingga notarispaham 
tentang bentuk-bentuk sekaligus pengertian tentang akad serta bisnis 
syariah. Ketika notaris sudah terpenuhi, maka tidak lagi ada kekhawatiran 
atau kecurigaan tentang kesalahan dalam menentukan akad dan juga 
meminimalisasi kesalahandan pelanggaran-pelanggaran dalam akadbisnis. 
b. Seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan bisnis syariah pun 
dari tahun ke tahun semakin berkembang. Dengan berkembangnya bisnis 
yang serbasyariah, maka bukan tidak mungkin akan lahir notaris syariah 
karena notaris juga merupakan salah satu faktor elemendari segi bisnis. 
c. Lahirnya organisasi Forum Notaris Syariah (FNS) belakangan ini yang 
dikendarai oleh notaris senior, Syaifuddin Arif, semakin mempertajam 
akan butuhnya notaris syariah.
33
. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan 
1. Pelaksanaan perjanjian Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang 
Lhokseumawe dilaksanakan tetap dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi 
yang berpedoman pada prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, 
conditon of economy).Pembiayaan Mudharabah pada prinsipnya dilakukan 
tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun dalam 
prakteknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pengelola 
usaha/nasabah/mudharib dan untuk mengurangi resiko atas pembiayaan, 
pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Lhokseumawe akan meminta 
jaminan dari nasabah/mudharib untuk menjaga dana deposan serta menjaga 
dari ingkar janji bahwa ia sanggup mengembalikan pembiayan Mudharabah 
tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal ini berdasarkan ketentuan 
Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Pembiayaan 
Mudharabah  dan  diatur dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 283, Al-
Hadist serta beberapa pendapat para mahzab serta Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (26) . 
2. Penerapan jaminan kebendaan dalam pengikatan pembiayaan mudharabah 
pada Bank Syariah Kota Lhokseumawe pada prakteknya didasari atas dasar 2 
(dua) alasan berikut ini,pertamademi mengamankan atas kepercayaan 
stockholder terhadap lembaga dalam penggunaan dana. Kedua, situasi dan 
kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-
nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (trust) dan kejujuran. 
Berdasarkan hal ini maka dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah 
Mandiri Cabang Kota Lhokseumawe Pengikatan Jaminan Kebendaannya 
menggunakan  Hak Tanggungan Untuk jaminan yang berupa sertifikat tanah 
sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960  dan Fidusia untuk jaminan 
benda bergerak sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, 
Kafalah (Penjamin Pembiayaan) serta Rahn(Gadai). 
3. Notaris memiliki peranan dan andil yang cukup besar dalam pengikatan 
jaminan pada pembiayaan syariah serta bisnis syariah, salah satunya 
pembiayaan mudharabah diperbankan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri 
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Cabang Kota Lhokseumawe. Sebab, notaris merupakan  pejabat umum yang 
telah ditunjuk dalam Undang-Undang sebagai pembuat akta otentik.Dimana 
akta otentik digunakan sebagai pegangan (penjamin) atas pihak-pihak yang 
melakukan ikatan perjanjian.Akan tetapi, peran dari notaris dalam pengikatan 
jaminan adalah membuat akta kuasa menjual atas objek jaminan sehingga 
bank memperoleh perlindungan hukum apabila suatu waktu debitur 
melakukan cidera janji (tidak amanah) dalam prinsip hukum Islam. 
B.  Saran 
1. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank 
berdasarkan syariah harus lebih mensosialisasikan keberadaan serta produk-
produk Bank Syariah kepada masyarakat dari hulu ke hilir, sejelas-jelasnya 
terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap 
halal dan haramnya disebabkan ketidak samaan persepsi atas aktifitas syariah. 
Serta mensosialisasikan prinsip kemitraan dan unggulan pada produk syariah. 
2. Peran pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe dalam penerapan 
jaminan kebendaan menurut Hukum Islam harus diterapkan sesuai dengan 
pedoman al-Qur‟an maupun al-Hadist serta ketentuan Hukum Syariah itu 
sendiri , namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna 
menghindarkan risiko kerugian bagi pihak Bank. 
3. Masih perlunya penambahan pemahaman dan kemampuan notaris yang ada 
saat ini, dalam merumuskan akad–akad terkait dengan produk syariah, maka 
perlu kiranya membuat terobosan baru deangan membentuk Notaris Syariah, 
seperti halnya dunia Perbankan. Mengingat akan bisnis syariah yang pasti 
terus mengalami perkembangan, keberadaan notaris Syariah merupakan suatu 
keharusan hal yang dapat menjamin legalitas atas suatu aktifitas syariah dalam 
dunia bisnis yaitu perjanjian produk-produk berbasis syariah. 
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